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BAB V 

PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, 

PDRB per kapita terhadap kemandirian keuangan melalui penerimaan PKB dan 

BBNKB. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan jumlah 

penduduk, laporan PDRB per kapita serta laporan penerimaan PKB dan BBNKB 

di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013-2014 yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini 

adalah kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur  yang menerbitkan laporan jumlah 

penduduk, laporan PDRB per kapita serta laporan penerimaan PKB dan BBNKB 

dari tahun 2013 sampai tahun 2014 secara lengkap yaitu sebanyak 60 kabupaten/ 

kota. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria 

yang sudah ditentukan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 21. 

5.1  Kesimpulan  

 Penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan sebagai variabel 

dependen. Kemandirian keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk 

membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 

Kemandirian keuangan diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan 

daerah. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita sebagai variabel independen 

sedangkan penerimaan PKB dan BBNKB sebagai variabel intervening (mediasi).  
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Berdasarkan hasil pengujian analisis stastik dan pembahasan yang telah 

dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh jumlah 

penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah dapat ditarik 

kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap 

kemandirian keuangan daerah.  

2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji pengaruh PDRB per kapita 

terhadap kemandirian keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa 

PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan 

daerah.  

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh jumlah 

penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan 

PKB dab BBNKB dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan penerimaan 

PKB dan BBNKB sebagai variabel mediasi. 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji pengaruh PDRB per 

kapita terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB 

dab BBNKB dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB per kapita 

berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan penerimaan 

PKB dan BBNKB sebagai variabel mediasi. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang menjadikan penelitian 

ini jauh dari sempurna. Keterbatasan penelitian ini yaitu berdasarkan data 

sekunder yang diambil dari BPS dan Dinas Pendapatan Derah Jawa Timur, tidak 

berdasarkan observasi secara langsung sehingga kurang dapat digali lebih dalam 

tentang kemandirian keuangan daerah. 

 

5.3 Saran 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. 

Berdasarkana hasil penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan yang diambil 

dan keterbatasan penelitian, maka dapat diajukan saran peneliti antara lain : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi dari seluruh 

kabupaten/kota di Indonesia. 

b. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambah atau 

mengganti variabel-variabel intervening yang lain yang berkaitan 

dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah sepeti 

: pajak parkir, pajak hotel yang keduanya merupakan kontribusi yang 

diberikan oleh masyarakat 

c. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel yang beragam dan 

menggunakan faktor eksternal yang berkaitan dengan kemandirian 

keuangan daerah. 
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